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ABSTRACT 

 
 

Several years ago, forest areas in Penajam Paser Utara Regency were 
very wide, but at present they significantly decreased. The severe damage of 
forests is caused by inappropriate forest management, excessive logging, great-
scale forest clearing for development in other sectors, illegal logging, forest 
clearing away, and forest fire. The objectives of this study are to find out whether 
or not policies issued by Local Government of Penajam Paser Utara Regency can 
resolve illegal logging-related problems and whether or not legal policies in 
Penajam Paser Utara Regency are adequate enough to control illegal logging in 
Penajam Paser Utara Regency. The study was conducted by using a normative 
legal method based on literature materials or secondary datai.e. normative or 
literature-based legal study. 

 
Policies issued by the Local Government of Penajam Paser Utara Regency 

have still used laws or regulations at a national level in solving the illegal 
logging-related problems.The local government did not have regulations yet in 
forms of local regulation or regent policy, so the control of illegal logging is not 
maximal. Constraints faced by the local government in the control of such illegal 
logging in Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan Province, included 
illegal logging as an extra ordinary crime; lack of regulation; the low level of 
ratio between area width to the number of forest police, the lack of forest security 
facilities, and the involvement of local communities in the illegal logging. Efforts 
taken by the local government in solving such constraints related to the control of 
illegal logging in Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan Province, 
included the exchange of law;the creation of good governance;forest inspection 
operations;forest police recruitment;improvement in facility, infrastructure and 
budget;the empowerment of local community and socio-cultural group. 

 
 
 
Keyword:policy, illegal logging 
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INTISARI 
 

Beberapa puluh tahun yang lalu hutan di Kabupaten Penajam Paser Utara 
sangat luas namun apa yang terjadi sekarang hutan hanya tersisa sedikit. 
Kerusakan hutan yang sedemikian besar disebabkan antara lain oleh pengelolaan 
hutan yang tidak tepat, penebangan kayu yang berlebihan, pembukaan kawasan 
hutan dalam skala besar untuk keperluan pembangunan sektor lain, illegal 
logging, perambahan hutan, dan kebakaran hutan. Penelitian ini melihat apakah 
kebijakan yang dibuat pemerintah daerah kabupaten penajam paser utara dapat 
menyelesaikan masalah illegal logging. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah 
kebijakan hukum  di kabupaten penajam paser utara  saat ini telah memadai dalam 
rangka pengendalian illegal logging di kabupaten penajam paser utara. Jenis 
penelitian yang dilakuakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, 
dapat dinamakan penelitian  hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. 

 Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masih 
menggunakanUU atau regulasi di tingkan nasional dalam mengatasi permasalahan 
illegal logging.pemerintah daerah belum mempunyai regulasi dalam bentuk 
peraturan daerah atau kebijakan bupati sehingga pengendalian illegal logging 
belum maksimal. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam 
pengendalian illegal logging di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi 
Kalimantan Timur adalahsifat Illegal logging,sebagai kejahatan luar biasa (extra 
ordinarycrimes),kurangnyaregulasi,rendahnya ratio luas wilayah  disbanding 
jumlahpolisi kehutanan,kurangnyasarana dan prasarana pengamanan 
hutan,sertaterlibatnyamasyarakat dalamillegal logging. Upaya yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala-kendala pengendalian  illegal 
logging di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timuradalah 
perturan hukum, menciptakan  pemerintahan yang baik, menjalankan operasi 
wanalaga, rekrutmen polisi kehutanan, meningkatkan sarana, prasarana dan 
angaran, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan sosial budaya. 

 
 

 
Kata kunci : kebijakan,  Illegal Logging 
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